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Abstract
Contract law and international trade law in Indonesian business law has a same principles
either national or international contract there is a contract law. The deference’s of which there
are clauses should be added such as arbitration clause, choice of law, transfer of technology,
environment clause. The problem arises in case any dispute of arbritation settlement, there are a
difference law of each country. In its implementation, the verdict of international arbitration
should respect national law order or national law of each country whether its execution will be
rejected or not. In international trade law of contract such as off shore loan, there are some
stipulation in case of off shore loan agreement they need a permit of finance ministry or advised
of Bank Indonesia (central bank of Indonesia) since any Rupiahs money flow outside of
Indonesian territory in case of refund. Another stipulation, there is also an Indonesian
government rule on basic foods that authority only granted to Bulog (Food Logistic Institution)
to its procurement, so it is not possible for other parties or private agencies, employers and so on
as the parties to conduct the procurement of basic foods. Indonesian law order prohibits
violations of these rules in spite of the international arbitration decision (see Article 1337 of the
Civil Code). It was based on research on the Supreme Court verdict which indicates that the
international arbitration decision can not necessarily be implemented in Indonesia. Although
international commercial contract law that applies to the entire world, but international law
should always respect the national laws of each country.
Keywords: international trade law, arbitration, execution.
Abstrak
Hukum kontrak dan kontrak dagang internasional dalam hukum bisnis di Indonesia merupakan
dasar yang sama baik hukum kontrak nasional maupun internasional dasarnya adalah hukum
perjanjian atau kontrak. Perbedaan pada hukum kontrak dagang internasional ada beberapa
klausul yang harus ditambahkan antara lain adanya arbitrase dalam hal penyelesaian sengketa
yaitu adanya perselisihan, adanya pilihan hukum (choice of law), transfer of technology, klausul
tentang lingkungan (environment). Permasalahan muncul jika terjadi perselisihan yang
diselesaikan dengan menggunakan arbitrase, yaitu adanya perbedaan hukum dari masing- masing
negara. Dalam pelaksanaannya, putusan arbitrase internasional harus menghormati ketertiban
hukum atau hukum nasional masing-masing Negara, apakah pelaksanaan putusan arbitrase
internasionalnya akan ditolak atau tidak. Dalam hukum kontrak dagang internasional sebagai
contoh mengenai off shore loan, ada ketentuan jika ada perjanjian kredit luar negeri maka perlu
adanya permohonan izin menteri keuangan atau diketahui Bank Indonesia karena adanya uang
rupiah yang keluar Indonesia saat ada pengembalian. Adapula ketentuan dari pemerintah
republik Indonesia pengadaan Sembilan bahan pokok (sembako) yang kewenangannya hanya
diberikan kepada BULOG untuk pengadaannya, sehingga tidak
2dimungkinkan pihak swasta, instansi lain, pengusaha dan sebagainya sebagai pihak untuk
mengadakan pengadaan sembako tersebut. Ketertiban hukum di Indonesia melarang terjadinya
pelanggaran ketentuan tersebut meskipun adanya putusan arbitrase internasional (vide Pasal 1337
KUHPerdata). Hal itu berdasar penelitian yang ada dari putusan-putusan Mahkamah Agung yang
menunjukkan bahwa putusan arbitrase internasional tidak dapat serta merta dapat dilaksanakan di
Indonesia. Meskipun hukum kontrak dagang internasional itu berlaku untuk seluruh dunia, akan
tetapi hukum internasional selalu menghormati hukum nasional masing- masing negara.
Kata kunci: kontrak dagang internasional, arbitrase, eksekusi.
A. Latar Belakang Masalah
Di dalam masyarakat umumnya dipergunakan istilah perjanjian tanpa
membedakan apakah pengertiannya persetujuan ataukah perikatan.Berkembang pula di
dalam praktek istilah hukum kontrak untuk menyebut hukum perjanjian. Sesungguhnya
pengertian hukum kontrak itu merupakan pengertian dalam arti sempit artinya hanya
merupakan perjanjian yang tertulis saja.
Sampai sekarang belum ada satu definisi pun tentang istilah kontrak yang isinya
memuasakan kesulitan dalam mendefinisikan kontrak tersebut karena adanya perbedaan
terminologi. Tiap definisi selalu mempunyai berbedaan dalam ungkapan yang tepat atau
sesuai. Kontrak memiliki cakupan yang luas, sebab setiap kontrak setidak-tidaknya akan
mengakibatan suatu janji yang memiliki konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum ini
biasanya adalah pelaksanaan janji yang dapat ditegakkan di Pengadilan dengan suatu
putusan untuk pelaksanaan. Sedangkan unsur janji yang terkandung dalam suatu kontrak
menitik beratkan pada suatu definisi suatu janji yang harus ditepati. Apabila janji tersebut
tidak dapat ditepati maka hukum akan memberikan akibat hukumnya.
Kontrak tidak hanya terdiri dari suatu janji tetapi terdiri dari banyak elemen dan
kompleks.definisi lain kontrak adalah bahwa kontrak merupakan perjanjian yang
mengikat. Definisi ini ternyata mempunyai ciri khusus karena lebih menekankan adanya
perjanjian. Akan tetapi kesulitannya adalah dalam kenyataannya ada berbagai macam
kontrak terjadi tanpa suatu perjanjian atau persetujuan (Quasi Kontrak, Unjust
Enrichment).
3Definisi terbaru tentang kontrak adalah hubungan hubungan antara para pihak
untuk melakukan pertukaran yang direncanakan di kemudian hari. Artinya bahwa
hubungan hubungan antara para pihak yang terlibat untuk proses untuk proyek
pengembangan ke depan. Keunggulan definisi ini menekankan suatu kontrak membangun
hubungan diantara para pihak yang membuat kontrak. Sehingga maknanya lebih luas
bukan hanya sekedar perjanjian atau kesepakatan. Perjanjian tersebut diperluas dengan
nilai nilai sosial yang meliputi hal hal yang berupa kebiasaan yaitu pengetahuan yang
mengenai kebiasaan, pengetahuan mengenai peran peran sosial dan ekonomi dari para
pihak, pengertian pengertin secara umum dari perilaku yang wajar, asumsi dasar yang
diakui bersama.
Apa yang telah diberikan dari definisi tersebut ternyata sangat membantu, yang
membutuhkan imajinasi yang luas untuk melihat bagaimana implikasi pendapat mengenai
kontrak yang dijabarkan secara rinci dari hukum kontrak. Istilah “kontrak” dipakai juga
oleh orang awam dan ahli hukum secara sama- sama untuk menunjuk pada suatu
dokumen yang didalamnya tertulis  persyaratan dari suatu kontrak. Pemakaian dari kata
tersebut dengan pengertian ini tidak berarti tidak tepat, sejauh hal tersebut dipahami
dengan jelas bahwa aturan hukum yang memakai konsep “kontrak” jarang mengacu pada
tulisan itu sendiri. Biasanya pengacuannya adalah pada persetujuan. Sedangkan penulisan
hanya merupakan persetujuan untuk diingat.
Standard Contract (Perjanjian Baku)
Suatu perjanjian tertulis umumnya disebut dengan kontrak. Kemudian
berkembang dengan syarat-syarat yang sudah dicantumkan dalam perjanjian yang disebut
standar atau baku. Pada masyarakat telah lama dikenal perjanjian tertulis, yang dalam lalu
lintas bisnis atau perniagaan kemudian muncul apa yang disebut perjanjian baku
(Standard Contract). Perjanjian baku muncul karna hal- hal seperti untuk mempermudah
dalam suatu transaksi yang umumnya sudah lazim dibuat. Selain itu juga untuk
mempersingkat waktu dalam bertransaksi.
4Oleh karena itu dibuatlah perjanjian atau kontrak dengan syarat-syarat yang baku
atau uni form. Dengan perjanjian baku ini diharapkan pula untuk menghemat biaya.
Hondius sebaggai pakar hukum berpendapat tentang perjanjian baku sbb: “Karena syarat
baku yang diperjanjikan adalah syarat-syarat konsep tertulis dalam beberapa perjanjian
yang masih akan dibuat, tanpa dirundingkan terlebih dulu tentang isinya”. Sedangkan
FAJ Gras mengatakan bahwa secara yuridis, siapa yang menandatangani suatu perjanjian
baku telah terikat dengan isi dari perjanjian tersebut, meskipun pihak lain tidak punya
pilihan.
Apa yang disebut perjanjian baku (Standard Contract), bentuk syarat atau isi
perjanjian sudah dibuat dalam suatu bentuk tertentu oleh salah satu pihak yang umumnya
kedudukannya lebih kuat dari pihak lain (posisi maupun ekonomi). Biasanya perjanjian
baku ini dibuat oleh kreditur yang kemudian diajukan kepada debitur dan ditandatangani
bila debitur setuju. Dengan demikian pihak yang lemah kedudukannya pada umumnya
tidak mempunyai bargaining power.
Penggunaan perjanjian baku atau standard contract semakin meluas, sebab
praktis dan efisien serta efektif karena cepat, menghemat waktu dan biaya. Perjanjian
baku umumnya membuatt pihak kreditur atau pihak yang lebih kuat (posisi atau
kedudukan maupun ekonomi). Sehingga syarat-syarat atau Clause/Klausulnya sesuai
dengan kehendak pihak yang membuat. Dalam keadaan demikian pihak yang lemah atau
debitur tidak mempunyai banyak pilihan (“take it or leave it”).
Mengapa perjanjian baku dapat berlaku? Bagaimana perjanjian dapat berlaku?
Apa dasar berlakunya perjanjian baku?
Untuk menjawab pertanyaan diatas maka perlu kita lihat kembali asas- asas
hukum perjanjian yang juga merupakan system Buku III KUH Perdata yang menganut
system hukum “Civil Law” atau system hukum Kontinental yaitu sistem terbuka. Selain
sistem terbuka yang biasa disebut dengan asas kebebasan berkontrak, bahwa setiap orang
bebas membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan isi, berlakunya, syarat-
syarat, bentuk dan isi perjanjiannya
5(lihat pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Dapat dilihat pula pada pasal 1320 KUH Perdata
khususnya pada ayat (1) yaitu asas Konsensualitas asa kesepakatan, persetujuan kehendak
lihat juga dalam Pasal 1338 ayat (2)). Satu asas lagi yang terdapat dalam pasal 1338
KUHPerdata dengan asas kekuatan mengikat perjanjian yaitu: pihak-pihak harus
mematuhi dan memenuhi perjanjian yang telah dibuatnya sebagai undang-undang bagi
para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (2)).
Asas-asas dalam hukum perjanjian/kontrak
Di dalam hukum perjanjian/kontrak terkandung adanya asas-asas yang berlaku
yaitu Asas kebebasan berkontrak (partij otonomye / party otonomy / Freedom of
Contract, Contractsvrijheid). Asas ini merupakan asas yang dianut oleh buku ketiga
KUHPerdata (pasal 1338 KUHPerdata).
Dengan adanya kebebasan berkontrak dimungkinkan berkembang dan munculnya
berbagai bentuk perjanjian karena para pihak berdasarkan kesepakatan dapat membuat
perjanjian ataupun bentuk kontrak sesuai dengan yang dikehendaki. Dengan adanya
standard contract atau perjanjian baku mengakibatkan timbulnya masalah.
Apakah perjanjian atau kontrak yang dibuat sepihak tersebut sah atau tidak
apabila dilihat dari asas kebebasan berkontrak dan syarat sahnya perjanjian pasal 1320 (1)
yaitu kesepakatan (konsekuensi). Disini terlihat adanya pembatasan dari kebebasan
berkontrak oleh adanya “perjanjian baku”. Berdasarkan sebagian pakar hukum standard
contract perjanjian baku sah jika debitor menerima dokumen dengan menandatanganinya
(stein). Dikatakan oleh Rutten: “bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian
bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya”. Juga berpendapat Hondius
serta pakar-pakar dari Amerika.
Asas konsensualitas
Asas ini terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdata (lihat juga Pasal 1338 ayat (2))
6Asas kepercayaan
Para pihak mengikatkan diri dengan mengadakan perjanjian berarti adanya
kepercayaan diantara mereka untuk memegang janjinya. Sehingga dengan demikian
mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang (lihat pasal 1338 KUHPerdata),
tanpa kepercayaan tidak ada perjanjian diantara mereka.
Asas persamaan hukum
Adanya kesederajatan antara para pihak yaitu kedudukan yang sama bagi para
pihak dalam perjanjian.
Asas keseimbangan
Asas ini menimbulkan hak dan kewajiban para pihak dengan hak dan kewajiban
yang sama dan seimbang dengan demikian berarti adanya bargaining power antara
debitor dan kreditur (para pihak).
Asas kepastian hukum
Perjjanjian sebagai suatu bentuk dan figur hukum harus ada kepastian hukum
yang terlihat pada “kekuatan mengikat” perjanjian tersebut bagi para pihak.
Asas moral dan kepatutan, asas itikad baik
Asas terkandung didalam ketentuan pasal 1339 KUHPerdata: “Suatu perjanjian
tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan  didalamnya, tetapi juga semua
yang mennurut sifat perjanjian didasarkan pada kepatutan, kebiasaan dan undang-
undang”. Setiap perjanjian dilakukan dengan itikad baik ini melandasi sikap moral dalam
membuat perjanjian (pasal 1338 ayat
(3) KUH Perdata).
7Asas kebiasaan
Selain terkandung di dalam pasal 1339 KUHPerdata juga dalam pasal 1347
KUHPerdata: “hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara
diam-diam dimasukkan di dalam persetujuan meskipun tidak dinyatakan dengan tegas”,
(merupakan bagian dari perjanjian).
Tentang Perjanjian Tak Bernama
Dalam era globalisasi yang semakin tinggi intensitas bisnisnya terutama dalam hal
ini di Indonesia, menggunakan sistem common law maupun civil law. Disamping ada
perjanjian bernama (nominat) seperti halnya perjanjian jual beli, pinjam meminjam, sewa
menyewa dan sebagainya yang tercantum dalam undang-undang yaitu KUHPerdata
ataupun KUHDagang namun adapula berkembang perjanjia-perjanjian tak bernama
(innominat).
Dalam pengertian ini adalah perjanjian-perjanjian yang tidak tercantum dan tidak
dimasukkan dalam KUHPerdata atau KUHDagang. Antara lain Perjanjian Patungan
(Joint Venture Agreement), wara laba (Franchising), modal ventura, anjak piutang
(Factoring), Licensing, Agency, Distributor, dan lain-lain. Perjanjian tersebut telah
banyak berkembang di Indonesia dan dipergunakan dalam praktek perniagaan dan bisnis
(lihat Pasal 1319 KUHPerdata).
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana hubungan hukum kontrak dan hukum kontrak dagang internasional
dalam hukum bisnis di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum dari putusan arbitrase internasional yang merupakan
salah satu klausul dari kontrak dagang Indonesia berdasar pelaksanaannya di
Indonesia?
8C. Pembahasan
(1) Tentang Kontrak Dagang Internasional
(a) Suatu Hal Tertentu Dan Sebab Yang Halal Dalam Suatu Perjanjian Dan Masalah
Ketertiban Umum.
Disamping pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian diharuskan
pada setiap perjanjian tidak terdapat kekhilafan, paksaan atau penipuan. Apabila suatu
perjanjian terdapat kekhilafan, paksaan atau penipuan, maka perjanjian tersebut cacad
pada kkesepakatan para pihak, maka perjanjian dapat dibatalkan (Pasal 1321
KUHPerdata). Inilah yang disebut cacad kehendak.
Hal penting mengenai pengertian “Suatu hal tertentu” atau suatu kausa dalam
perjanjian harus ada (Pasal 1333 KUH Perdata). Disamping itu apa yang tercantum dalam
Pasal 1335 KUH Perdata yaitu “Suatu persetujuan tanpa sebab atau dibuat karena sebab
yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan” (syarat keempat suatu sebab yang
halal). Pada Pasal 1337 KUH Perdata yang menyebutkan tentang sebab terlarang yaitu
apabila dilarang oleh Undang- Undang atau berlawanan dengan kesusilaan atau
ketertiban umum.
(b) Kasus Lim Poh Hock Cs vs The Chartered Bank
Karena itu perlu diberikan contoh kasus dalam Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia tentang Perjanjian Kredit Luar Negeri (Off Shore Loan) antara Lim
Poh Hock Cs vs The Chatered Bank tahun 1982 Putusan Mahkamah Agung RI No 2958
K/Pdt/1983, 15 April 1985, Putusan Pengadilan Tinggi No 236/1983/PT/Pdt, 17 Juni
1983, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 325/1982/G, 16 Desember 1982.
CV Sinar Surya (Bukan Pihak dalam Berperkara) membuat perjanjian kredit /
loan agreement dengan The Chatered Bank of Singapore. Lim Poh Hock Cs adalah
sebagai Guarantor atau penjamin dari CV. Sinar Surya. Semua utang dari CV. Sinar
Surya sudah dibayar oleh Guarantor (Lim Poh Hock Cs).
Lim Poh Hock Cs, mengajukan gugatan kepada The Chatered Bank dengan
alasan bahwa loan agreement antara CV. Sinar Surya dengan The Chatered Bank tidak
sah. Hal ini berdasarkan pada adanya pelanggaran Kepres
9No 59. Tahun 1972 serta SK Menteri Keuangan No. 261 tahun 1973, Perihal kewajiban
untuk memberikan laporan tentang penerimaan kredit luar negeri. Disamping itu
perjanjian kredit itu juga melanggar pasal 1320 KUH Perdata Buku II yaitu perjanjian
harus mempunyai tujuan yang diperbolehkan atau halal.
Berdasarkan Pasal 1335 KUH Perdata. “Suatu persetujuan tanpa sebab, atau
yang telah dibuat karena sesuatu hal yang palsu atau terlarang tidak mempunyai
kekuatan hukum”. Kemudian pasal 1337 KUHPerdata menyebutkan: “Suatu sebab
adalah terlarang apabila dilarang Undang-Undang, atau apabila berlawanan dengan
kesusilaan baik atau ketertiban umum”.
Dua pasal ini dijadikan dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara
tersebut.
Pertimbangan Keputusan Pengadilan Negeri:
1. Isi Kepres No. 3 tahun 1971 dan Kepres No. 59 tahun 1972 atas kredit luar
negeri yang masuk ke Negara RI yang bukan dari Negara-negara IGGI.
2. Adanya kewajiban bagi para Perusahaan Swasta dan warga Negara RI laporan
kepada Bank Indonesia dan Menteri Keuangan tentang pinjaman Luar Negeri.
3. CV. Sinar Surya tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan Keppres- Keppres
tersebut dan SK Menteri Keuangan No. 3 tahun 1973, dengan demikian pinjaman
luar negeri tersebut menyimpang dan melanggar ketentuan pemerintah (Keppres
No 3 tahun 1971 jo Keppres tahun 1972 jo Keppres SK Menteri Keuangan No
261 tahun 1973 jo SK Direksi Bank Indonesia No 5/9).
4. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 1320 (4) KUH Perdata jo Pasal 1335
KUH Perdata jo Pasal 1337 KUH Perdata jo Pasal 23 a.b Persetujuan kredit
antara CV.Sinar Surya dengan The Chatered Bank merupakan perjanjian kredit
tidak sah menurut hukum.
5. Sesuai ketentuan pasal 1820 KUH Perdata Persetujuan jaminan bersifat
accesoir, perjanjian jaminan mengikuti perjanjian pokoknya, maka
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Contract of Guarantee (Perjanjian Pemberian Jaminan) yang diberikan kepada
Lim Poh Hock Cs menjadi tidak sah pula.
The Chatered Bank mengajukan banding kepada pengadilann tinggi. Ditingkat
banding putusan Pengadilan Negeri dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi. The Chatered
Bank tidak puas dan kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI.
Berdasar putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 April 1985, putusannya
dikuatkan karena judex facti tidak salah menerapkan hukumnya.
Dari ketentuan yang berhubungan dengan bantuan Luar Negeri antara lain,
Pinjaman-pinjaman berdasar Keppres No. 59 tahun 1972 dan SK Menteri Keuangan
No.261 tahun 1973 adalah sebagai suatu “Mandatory of a Public Law Nature”
(peraturan hukum memaksa yang memiliki sifat hukum public).
Dengan demikian peraturan itu membatasi otonomi para pihak antara lain
membuat perjanjian kredit Luar Negeri. Pembatasan-Pembatasan tersebut antara lain
penerimaan kredit luar negeri oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) harus mendapatkan izin dari Menteri Keuangan.
Penerimaan kredit Perusahaan Swasta wajib lapor kepada Departemen Keuangan karena
menyangkut pelaksanaan pembayaran kembali Pokok dan Bunga ke Luar Negeri.
Berdasar putusan tersebut suatu perjanjian batal demi hukum. (Void an initio -
nietigbaar) karena melanggar ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata) Putusan
tersebut dikemudian hari menimbulkan polemik yang pada akhirnya dalam putusan lain
dalam kasus yang hampir sama ternyata putusannya berbeda.
(2) Tentang Masalah Hukum yang Berlaku, Pilihan Domisili dan Pilihan Hukum
Satu putusan lagi tentang Off Shore Loan yang berhubungan dengan clause atau
pilihan domisili, yaitu Putusan MA RI Reg. No. 2826 K/Pdt/1984, 27 Februari 1986 PT.
Indo Kaya Nissan Motor (Tergugat Asli) yang melakukan
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perjanjian kredit dengan Bank of Tokyo berkedudukan di Tokyo dengan cabang- cabang
Jakarta dan Singapore.
Disepakati bahwa domisili ditentukan pula hukum RI yang berlaku  apabila
terjadi permasalahan (Dispute), kecuali Penggugat asli menghendaki lain (Option).
Domisili ditentukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada waktu itu Marubeni
Corp. (Guarantor) telah melunasi hutang PT. Indo kaya Nissan Motor, kemudian
Marubeni Corp. (Penggugat asli) menagih uang kepada PT. Indokaya tapi PT. Indokaya
Nissan Motor tidak mau membayar.
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat difokuskan pada adanya pilihan
domisili dan pilihan hukum. Apabila terjadi permasalahan tentang pilihan domisili dan
hukum maka disetujui / disepakati Domisili adalah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
sedangkan pilihan Hukum RI yang berlaku bagi mereka.
Putusan juga menyebutkan bahwa Tergugat membayar liquidation damages
kepada Penggugat sebesar 17% pertahun dari hutangnya sejak 10 November 1981 dan
seterusnya. (Putusan MA RI No. 2826 K/Pdt/1984, 27 Februari 1984, Putusan
Pengadilan Tinggi No 18/1984/PT. Pdt, tanggal 22 Mei 1984, Putusan Pengadilan
Negeri No 560/1984/Pdt/E, 11 Oktober 1983).
Sanksi Pelanggaran Keppres maupun SK Menteri dan sebagainya tidak
menimbulkan batalnya suatu perjanjian. Sanksi Pelanggaran itu hanya merupakan sanksi
administrative sehingga dengan demikian perjanjian tetap sah.
(3) Tentang Pilihan Hukum Dibidang Kontrak Kerja
Sengketa berdasarkan perjanjian kerja telah dibuat diluar negeri. Direktur suatu
perusahaan penanaman modal asing (PMA) dipekerjakan di Indonesia. Berdasarkan
kontrak yang dibuat di Swiss antara perusahaan asing yang bersangkutan dan Direktur
Keuangan dari Perusahaan PMA yang berkedudukan di Jakarta. Putusan MA RI No.
1537/K/Pdt/1988, 21 Januari 1991. Pertimbangannya bahwa pekerjaan dilaksanakan di
Indonesia,
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Kontrak/Perjanjian untuk melakukan kerja dibuat di luar negeri (Swiss) – Oleh karena
itu pilihan hukum adalah Negara Swiss (yang berlaku pada perjanjian kerja tersebut di
Indonesia). Karena telah dipilih domisili di Zog (Swiss) maka hukum Swiss-lah yang
dipergunakan yaitu hukum dari domisili yang telah disepakati para pihak. Karenanya
hukum dan peradilan Indonesia tidak berwenang untuk mengadili. Demikian pendapat
dari Mahkamah Agung berdasar putusan tersebut.
(a) Pendapat Para Pakar
(i) Pendapat Prof. Gautama
Dalam hal pembatasan-pembatasan atas kebebasan memilih hukum, maka pilihan
hukum tidak dibenarkan jika berhubungan dengan kontrak-kontrak yang mempunyai
tujuan perlindungan masyarakat dan bersifat social ekonomi. Misalnya Peraturan
Tentang Perburuhan, maka bidang yang tidak bebas dapat dikesampingkan oleh para
pihak dengan memilih Hukum Negara lain. Peraturan Pemerintah tentang Devisa dan
Perdagangan Ekspor dan Import Quota Import, maka dalam hal ini pilihan Hukum di
Luar Negeri tidak dapat berlaku.
(ii) Pendirian Mayoritas Pakar (Sarjana HPI)
Para pakar tersebut antara lain Prof. L. I. De Winter (Universiteid De Amsterdam)
mempunyai pendirian yang sama dengan Prof. Gautama. Karena pekerjaan dilaksanakan
di Indonesia maka ketentuan-ketentuan di Indonesia yang berlaku (meskupun perjanjian
kontrak kerja dibuat di luar negeri).
(b) Kesimpulan Mahkamah Agung (Pilihan Domisili di Luar Negeri)
Kesimpulan Mahkamah Agung: Karena dalam kontrak kerja telah dipilih Zog
(Swiss). Maka peradilan yang berwenang untuk itu adalah peradilan Swiss.
Dalam hal ini kesimpulan Mahkamah Agung dianggap tidak tepat. Seharusnya
tidak dikaitkan pada pilihan domisili. Sebab domisili hanya dipergunakan untuk alamat
pemanggilan sidang atau penyampaian dokumen dan sebagainya. Sedang untuk
peradilan para pihak memilih di Swiss. Prof.
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Gautama berpendapat bahwa Hukum Indonesia yang harus berlaku karena para pihak
bertempat tinggal di Indonesia.
(4) Tentang Perselisihan Pinjaman Luar Negeri (Off Shore Loan)
Putusan Mahkamah Agung RI No. 1313/K/Pdt/1985, 9 Desember 1987 Perkara
PT. Starlight Prime Thermoplus vs Bank of America.
(a) Pendapat Mahkamah Agung:
Bank asing hanya perlu izin usaha dari Bank Indonesia kalau berkedudukan di
Indonesia.
(b) Pendapat Bank of America cabang Singapore (Guam):
Kasus: PT. Starlight (Debitur) apabila mengadakan perjanjian pinjaman luar
negeri tidak perlu izin dari Menteri Keuangan (berdasar Keppres no 59 th 1972 jo SK
Menkeu No. 261/MK/IV/5/1973). Perusahaan swasta seperti ini hanya perlu wajib lapor
kepada Departemen Keuangan dan Bank Indonesia tentang penerimaan, pelaksanaan
dan pembayaran kembali pokok dan bunga kredit luar negeri.
Kelalaian tidak mengakibatkan perjanjian batal demi hukum. Putusan iini
mempertegas putusan perkara PT. Indokaya Nissan Motor tahun 1986 (Hukum
Administratif).
Sedang kasus yang sama dengan Putusan Lim Poh Hock Cs vs The Chatered
Bank adalah kasus European Asean Bank vs Tegoeh Soetantyo dan Drs. J. H. Soetantyo
serta PT. Agfa Color Laboratories Indonesia, dimana kedua-duanya diputus Mahkamah
Agung bahwa perjanjian adalah batal. Alasan perjanjian kredit tidak memperoleh
persetujuan dari komisaris karenanya bertentangan dengan ketentuan anggaran besar PT.
Agfa, juga melanggar Keppres No. 1 tahun 1971 yaitu tidak melapor ke Bank Indonesia.
Dalil yang diajukan oleh penggugat dibenarkan oleh Pengadilan Negeri. Perjanjian
kredit in casu melanggar Keppres No. 3 tahun 1971 yang menyebutkan bahwa “Semua
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penerimaan kredit luar negeri dalam hubungan penerimaan modal asing (PMA)”. Dalam
lingkungannya harus dilaporkan ke Bank Indonesia”, maka perjanjian kredit tersebut
dinyatakan batal.
Alasan: Jika perjanjian dilaksanakan di Indonesia disarankan sebagai pilihan
utama, yaitu menggunakan hukum Indonesia. Hal ini didasarkan atas adanya putusan
Peradilan Asing tidak dapat dilaksanakan di Indonesia. Putusan Peradilan Asing tidak
mempunyai kekuatan eksekutorial (Pasal 456 RV). Meskipun demikian putusan tersebut
mempunyai pembuktian autentik walaupun Peradilan di Indonesia tidak dapat
dilaksanakannya. Oleh karena itu pilihan domisili harus mempertahankan lokasi tempat
tinggal tergugat ataupun asset yang diperjanjikan.
Dalam pelaksanaan kontrak dagang Internasional perlu diperhatikan hal- hal
mengenai syarat-syarat (klausul) atau clauses, antara lain pilihan hukum (choice of law)
dan juga Clauses Arbitrase untuk penyelesaian sengketa (dispute).
(5) Tentang Klausul Arbitrase dalam Kontrak Dagang Internasional
Salah satu klausul penting dalam kontrak dagang internasional yaitu klausul
penyelesaian sengketa denganmempergunakan Arbitrase merupakan klausul yang umum
dipergunakan. Klausul ini sebagai pilihan dalam penyelesaian sengketa apabila terjadi
“dispute” dibelakang hari oleh masing- masing pihak. Hal ini terjadi karena adanya
perbedaan kewarganegaraan maupun hokum dari para pihak. Oleh karena itu, mereka
perlu memilih penyelesaian sengketeanya apabila terjadi “dispute” dengan arbitrase agar
lebih independen.
Selain itu penyelesaian sengketa dengan arbitrase dianggap lebih singkat dan
menghemat biaya karena putusan arbitrase adalah “final and binding”.
Yaitu putusan mengikat dan final, artinya tidak dapat dimintakan banding ke
pengadilan. Namun tidak semua putusan arbitrase dapat dilaksanakan di
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Indonesia, untuk itu dapat diketengahkan contoh kasus yang dalam hal ini Mahkamah
Agung melaksanakan putusan Arbitrase, dengan demikian pengadilan tidak mempunyai
wewenang untuk memeriksa perkara yang diajukan ke pengadilan. Kasus tersebut antara
Ahyu vs Soetomo putusan MA RI No.Reg. 2924 K/Pdt/1981.MA RI menyatakan
karena perjanjian telah menyebutkan bahwa perselisihan yang timbul akan diselesaikan
melalui Internastional Chamber of Commerce (ICC) Paris, maka Pengadilan Negeri
maupun Pengadilan Tinggi tidak berwenang mengadili perkara tersebut.
Sikap Mahkamah Agung seperti tersebut diatas juga diterapkan dalam perkara
Dato Wong Goung dan PT.Metropolitan Timbers, Ltd vs GAPKI Trading Co, Ltd.
Putusan no. Reg.225 K/Sip/1976 (1983). Juga dalam putusan No. reg. 455 K/Sip/1982
(1983) perkara PT. Maskapai Asuransi Ramayana vs Sohandi Kawilarang,
Mahkamah Agung melaksanakan pula putusan yang sama dalam putusan No. Reg.
3179/Pdt/1984 (1988) kasus PT. Alpen Pratama Ocean Line vs PT. Shore Mas.
Akan tetapi Mahkamah Agung pun tidak selalu dengan serta merta melaksanakan
putusan arbitrase luar negeri. Dalam beberapa kasus mengenai putusan arbitrase luar
negeri Mahkamah Agung menolak permohonan agar putusan arbitrase luar negeri
dilaksanakan, misalnya kasus Bakrie Brothers vs Trading Corps. Of Pakistan Ltd,
putusan No.Reg.4231 K/Pdt/1986 dalam perkara jual beli minyak kelapa sawit. Bakrie
Brotehrs harus mengirim minyak kelapa sawit ke Karachi, ternyata supplier di
Singapore tidak dapat mengirimkannya. Sengketa kemudian diputuskan oleh arbitrase di
London sesuai klausul dalam kontak. Alasannya ia sudah membayar Performance Bond
dan pihaknya (Bakrie’s) tidak cukup didengar pada waktu putusan tersebut. Sehingga
dalam hal ini Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi menguatkan putusan tersebut.
Dalam kasus lain Mahkamah Agung juga tidak melaksanakan putusan arbitrase
luar negeri yaitu kasus antara E.D. dan F.Man (Sugar) Ltd vs Yani Haryanto, 1205
L/Pdt/1990, tentang jual-beli gula yang dilakukan oleh Yani
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untuk mengimpor gula. Berdasar putusan Mahkamah Agung klausul arbitrase batal demi
hukum (nietigbaar – void ab initio) karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah
mengenai impor gula yang hanya diperbolehkan oleh Bulog.
Dalam klausul arbitrase dari kontrak tersebut menyebutkan apabila terjadi
sengketa akan diselesaikan lewat lembaga arbitrase The Council of The  Refined Sugar
Association atau Queen Councel dari English Bar di London. Dalam kasus tersebut
dipertanyakan sejauh mana kasus mengikat suatu perjanjian yang bertentangan dengan
suatu mandatory rule of public law nature. Dalam hal ini putusan Mahkamah Agung RI
menurut saya sudah tepat, oleh karena itu eksekusi putusan arbitrase di London menjadi
tidak relevan untuk dilaksanakan. Dalam hal ini ada ulasan dari pakar hukum Setiawan
yang menyatakan: “Pada dasarnya pengadilan itu membenarkan telah adanya putusan
arbitrase di London dalam perkaranya. Akan tetapi pengadilan itu selanjutnya
mempertanyakan dapatkah putusan arbitrase asing itu diterima dalam kerangka sistem
hukum kita, dengan kata lain, apakah isi atau dasar dari putusan arbitrase asing tersebut
bertentangan ataupun tertib hukum  (rechtorder) di Negara kita ?”
Menurut hemat saya dalam perjanjian baik sifatnya nasional maupun internasional
perlu diperhatikan masalah itikad baik sebelum membuat satu kontrak.
D. Penutup (Kesimpulan dan Saran)
Kesimpulan
1. Hubungan atau kaitan hukum kontrak dan kontrak dagang internasional dalam
hukum bisnis di Indonesia bahwa hukum kontrak nasional merupakan dasar
hukum yang berlaku universal sebagai  hukum perjanjian atau kontrak dengan
berlakunya seluruh asas-asas dalam hukum perjanjian dan berlaku pula dengan
kontrak dagang internasional.
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Dalam kontrak dagang internasional harus ditambahkan dengan adanya klausul
khusus untuk melengkapi adanya kontrak yang dilaksanakan antara negara yang
berbeda, baik hukum maupun sistem hukumnya. Untuk itu diberikan klausul-
klausul antara lain arbitrase choice of law, transfer of technology, lingkungan
(environment).
2. Berdasar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap putusan
arbitrase internasional tidak selalu dapat dilaksanakan di Indonesia. Berdasar
kasus yang ada, ternyata Mahkamah Agung dapat menolak untuk melaksanakan
putusan arbitrase internasional.
Putusan arbitrase internasional tidak dapat dilaksanakan karena antara lain
melanggar ketertiban hukum Indonesia dimana meskipun merupakan putusan
arbitrase internasional dapat ditolak oleh Mahkamah Agung artinya Mahkamah
Agung tidak dapat melaksanakan putusan arbitrase internasional tersebut karena
adanya pelanggaran ketertiban hukum Negara Indonesia.
Saran:
1. Apabila akan mengadakan hubungan bisnis dalam perjanjian internasional perlu
diadakan pendekatan dan pengetahuan terhadap hukum di negara mitra bisnis agar
mengerti aturan-aturan dan ketertiban-ketertiban hukum dan dari negara mitra
bisnis.
Agar dengan demikian tujuan dan keinginan dari kedua belah pihak dalam
melakukan hubungan bisnis yaitu dalam membuat perjanjian/kontrak dagang
internasional tersebut yaitu adanya win-win solution dapat tercapai. Sehingga
dengan demikian tidak terjadi kendala dalam teori maupun praktek atau
pelaksanaannya.
2. Perlu pula sebelum mengadakan perjanjian mengetahui para pihak perkembangan
tentang perjanjian-perjanjian baru yang masuk dalam kategori perjanjian in
nominat atau perjanjian tak bernama yang merupakan perkembangan bisnis di
negara maju antara lain leasing, franchising, factoring, manufacturing, join
venture agreement, licensing.
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Untuk menghindari timbulnya masalah yang tidak dapat terlaksananya eksekusi
apabila terjadi putusan-putusan arbitrase internasional di negara mitra bisnis.
Mengingat pada masa ini adalah masa perdagangan bebas (free trade) untuk Negara kita
yaitu Negara yang sedang membangun dan dalam kondisi saat ini dalam krisis ekonomi
moneter, terasa berat pelaksanaan pembangunan ekonomi nantinya pada tahun 2020.
Pembaruan dan perkembangan berbagai jenis perdagangan baik nasional maupun
internasional di Indonesia antara lain menyangkut beberapa hal yaitu :
1. Adanya perbedaan pengertian hukum perjanjian / hukum kontrak antara teori dan
praktek, membuat kerancuan pada masyarakat.
2. Hukum Kontrak pada umunya berbentuk standar atau baku
3. Syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUH Perdata dan asas kebebasan berkontrak
(Partij Otonomie) Pasal 1338 KUH Perdata merupakan asas penting dalam Hukum
Kontrak
4. Masalah hukum yang berlaku, pilihan domisili, dan pilihan hukum
5. Mengenai pilihan hukum dan domisili selain diberikan kebebasan berkontrak kepada
para pihak juga perlu adanya asas nasionalisme yaitu dalam hal hal yang
menyangkut perlindungan hukum terhadap warga Negara diperlukan asas pilihan
Hukum Republik Indonesia, dalam hal ini misalnya mengenai perjanjian kontrak
kerja atau perjanjian perburuhan.
6. Kontrak-kontrak baru seperti Factoring, Lisencing, Leasing dan sebagainya perlu
adanya peraturan untuk kepastian hukum.
19
DAFTAR PUSTAKA
Atiyah, PS, The Rise and The Fall of Freedom of Contract, Oxford: Clarendon Press,
1979.
Badrulzaman, Mariam Darus, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III, Tentang
Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Bandung: Alumni, 1996.
--------------------------, Aneka Hukum Bisnis, Bandung: Alumni, 1994
--------------------------, Perjanjian Kredit Bank, Bandung, Alumni, 1996.
-------------------------, Kerangka Dasar Hukum Perjanjian/Kontrak, Jakarta: ELIPS, 1998.
Bond J, Tulen, Peterkay, Business Law, London: Black Stone, 1990.
Beatson, Jack, Friedmann, Daniel, Good Faith and Fault in Contact Law, Oxford:
Clarendon Press, 1995.
Calamari, John D. Perillo, Joseph M, The Law Of Contract, Minnesota, West Pulishing
Co, 1987.
Carter, J.W, Harland, D.J. Contract Law In Australia, Sydney: Butterworths, 1992.
Danner, Peter L, Sympathy and Exchangeable Value, Keys To Adam Smith’s Social
Philosophy, Review Of Social Economie, vol. XXXIV No. 3 Desember 1976.
Dunfee, Thomas W. Gibson, Frank F, Blackburn, John D, …….. Modern Law, New
York: Random House Business Division, 1979.
Ebke, F Werner, Steihauer M.Bettina, The Doctrine of Good Faith In German Contract
Law, Oxford, Clerendon Press, 1989.
20
ELIPS, Hukum Kontrak di Indonesia , Seri Dasar Hukum Ekonomi 5, Jakarta: Proyek
ELIPS, 1998.
--------------, Jual Beli Barang Secara Internasional, Jakarta, 1998.
Farnsworth, E. Allan, Good Faith in Contract Performance, Oxford: Clarendon Press,
1995.
Geist, A. Michael, Toward A General Agreement On Regulation of Foreign Direct
Investment, Law Policy in Internastional Business: Vol. 26 (1995)
Harris, Donald, Tallon, Dennis, Contract Law Today – Anglo Frech Comparisons,
Oxford: Clarendon Press, 1989.
Hatta, Sri Gambir Melati, Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama, Pandangan
Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Republik Indonesia , Bandung: Alumni, 1999.
Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Varia Peradilan, Majalah Hukum tahun I No. 8 Mei
1986.
Ikatan Hakim Inddonesia (IKAHI), Varia Peradilan, Majalah Hukum tahun II No. 17
Februari 1987.
Ikatan Hakim Inddonesia (IKAHI), Varia Peradilan, Majalah Hukum tahun V No. 56 Mei
1990.
Ikatan Hakim Inddonesia (IKAHI), Varia Peradilan, Majalah Hukum tahun V No. 56 Mei
1990.
Ikatan Hakim Inddonesia (IKAHI), Varia Peradilan, Majalah Hukum tahun VIII No. 90
Maret 1993.
Keraf, Sonny, A. Pasar Bebas Keadilan dan Peran Pemerintah Telaah Atas Etika Politik
Ekonomi Adam Smith, Jakarta: Kanisius, 1995 (Disertasi).
21
Keputusan Presiden Republik Indonesia, No. 16 tahun 1994 Tentang
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara .
Lotulung, Paulus Effendie, Peranan Pengadilan Daalam Penyelesaian Sengket (Suatu
Analisis Dalam Kaitannya Dengan Etika Bisnis), Makalah disampaikan dalam Rapat
Koordinasi Hukum Pertamina –BPPKA/KPS tahun 2000, Denpasar, 19-21 Juli 2000.
Mc. Kendrick, Ewan, Contract Law, London: MC. Millan, 1994.
Pitlo-Bolweg, Het Verbintenissenrecht naar het Netherlands Burgerlijkwetboek,
H.D. Tjeenk Willink BV Groningen, 1974.
-------------, Evolusie en het privatrecht, Harleem: HD. Tjeenk Willink & Zoon NV 1969.
Rafkood, Todd D, Contracts of Adhesio on Essay in Reconstruction, Law Review
Harvards, April 1983.
Rajaguguk, Erman, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi,
Implikasinya: Bagi Pendidikan Hukum di Indonesia , Pidato Pengukuhan Guru Besar
FHUI, 1997.
Rusli, Hardijan, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, Jakarta: Pustaka Sinar
Harapan, 1996.
Subekti, R, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramitha.
-------------------, Aneka Perjanjian, Bandung: Alumni, 1975.
------------------, Hukum Perjanjian, Jakarta, PT. Intermasa, 1979.
Surat Perjanjian (Kontrak) Antara Badan Pengelola Komplek Kemayoran Direksi
Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan Komplek Kemayoran (DP3KK) dengan PT.
Adhi Karya (Persero) Tentang Pekerja Tiang Pancang Mesjid Akbar Kemayoran di Kota
Baru Bandar Kemayoran.
22
23
